
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1649, 2016 KEMEN-KP. DEkonsentrasi. Tugas Pembantuan. 

Pelimpahan Urusan Pemerintahan. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36/PERMEN-KP/2016 

 TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP 

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 

YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH 

DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA  

PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  

DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 

ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 

tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka 

Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah 

Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Tugas Pembantuan; 

b. bahwa dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 terdapat 

perubahan alokasi anggaran berdasarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian 

www.peraturan.go.id



2016, No.1649 -2- 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, sehingga perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 

tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka 

Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah 

Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Tugas Pembantuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup 

Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan 

Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan; 

 

Mengingat : 1.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

9/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP URUSAN 

PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 

2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI 

WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI 

DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS 

PEMBANTUAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup 

Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 

2016 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan 

kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam rangka Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 855), diubah sehingga menjadi  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1649 -4- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 November 2016 

     

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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